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BUPATI LAMPUNGSELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR ¢ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun
2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran
2024, dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,
maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan merubah
Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati
Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;



Menetapkan

11.

1L

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
363);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13
Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2023 nomor 222), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

(4)

(6)

Pasal 3

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024,
terdiridarti:

a. Standar Biaya Umum (SBU) meliputi:

Satuan biaya honorarium,;

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas

Satuan biaya honorarium pakar/praktisi;

Satuan biaya konsumsi rapat;

Satuan biaya sewa kendaraan jabatan/operasional lapangan;
Satuan biaya pemeliharaan,

Satuan biaya beban jasa;

Satuan biaya lembur;

satuan biaya honorarium tim pelaksana dan sekretariat
pelaksana kegiatan;

10. satuan biaya honorarium panitia
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b. Standar Belanja Pengadaaan Barang
c. Standar Biaya Pengadaan barang dan jasa konstruksi meliputi:

1. daftar harga satuan, upah dan bahan cluster barat, cluster timur
dan cluster pulau;

2. daftar harga satuan pipa air bersih bertekanan Standar SNI 06-
0084-2002 Standar ISO 442/4065;

3. daftar harga satuan barang elektrikal untuk keperluan
penerangan jalan umum,;

4. daftar harga satuan barang alat pelindung kerja dan alat
pelindung diri; dan

5. daftar harga satuan sewa alat per-jam.

Rincian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [, dan II dan Lampiran III dan merupakan
bagian yang tidak dipisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

b sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja
tersebut.

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan harga dasar belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
dan Pajak Penghasilan (PPh), namun sudah termasuk ongkos kirim dari
querry ke lokasi terjauh pada masing-masing zona/ wilayah.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yang termuat dalam Lampiran khusus untuk perjalanan dinas dalam
negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 a).dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip
efesiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 8 Sutl 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,
Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal & ouLl 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 285



